BAB II – TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Literatur Review
Dalam penulisan sebuah karya penelitian, salah satunya merupakan karya tulis yang dibentuk dalam skripsi, maka tidak ada yang bersifat mutlak maupaun asli yang benar-benar dihasilkan baik itu dari seorang penulis maupun peneliti, dimana penelitian tersebut juga tidak lepas dari pengaruh sebuah penelitian sebelumnya. Karena itu, penulis menyadari pentingnya melakukan perbeandingan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan yang sama dengan penelitian yang sedang penulis garap. Jenis literatur yang digunakan dan diidentifikasikan termasuk penelitian laporan, jurnal dan artikel.
Dalam literatur review ini, penulis memfokuskan literasi yang relevan dan memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian ini. Penulis membagi pokok pembahasan menjadi dua pembahasan: permasalahan konflik di Nagorno-Karabakh dan keterkaitan Amerika Serikat dalam konflik Nagorno-Karabakh.
Penulis merujuk literatur yang merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Shavarsh Kocharyan yang berjudul “Why Is the Nagorno-Karabakh Conflict Still Not Resolved?” dari tahun 2016. Di dalam jurnal ini, Kocharyan menjelaskan bagaimana konflik bermula dari sisi Armenia yang menolak de-Armenianisasi oleh kebijakan Azerbaijan yang berujung pada konflik dan semenjak jatuh ke tangan Soviet, selama dibawah pemerintahan Soviet Azerbaijan yang menekankan pada aturan yang bersifat diskriminasi baik secara sosial maupun kebudayaan didasari oleh latar etnis. Begitu pula dengan perbandingan antara populasi etnis Armenia di tahun 1923 dengan 1989 dimana di tahun 1989 mengalami penurunan menjadi 76.9 persen, dibanding dengan 94,4 persen di tahun 1923. Begitu pula dengan warga etnis Armenia yang menentang kebijakan Uni Soviet yang hanya menjaga gambar ketika di tahun 1985, warga etnis Armenia di Nagorno-Karabakh meminta untuk bergabung dengan Soviet Armenia. Kocharyan menjelaskan juga bahwa tindakan aturan dan aggresi Azerbaijan tetap berlanjut bahkan saat Uni Soviet runtuh dan menimbulkan konflik perang di wilayah Nagorno-Karabakh.
Selama perang berlangsung, Azerbaijan melancarkan aggresi atas Republik Nagorno-Karabakh dengan mengambil alih 60% wilayah yang diklaim sebagai wilayah dari Armenia. Di dalam perang juga, Azerbaijan menggunakan tentara bayaran, baik itu ratusan tentara dari Chechen yang dipimpin oleh Shamil Basaev dan 2,000 ribu dari Taliban dan Al-Qaeda. Meski demikian, tentara Republik Nagorno-Karabakh berhasil menahan serta memutar balik tentara Azerbaijan dari sebagian besar wilayah Karabakh. Kocharyan menyebutkan akibat dari perang, tanggungjawab atas segala kerusakan, korban, takdir penggungsi dan semua hal yang berkaitan dengan konflik, harus ditanggung oleh Azerbaijan itu sendiri yang mana Kocharyan menyebut bahwa Azerbaijan menggunakan tindakan aggresi tersebut sebagai bagian dari alat politik dan aggresi politik.
Agresi militer dijelaskan dalam Resolusi Umum PBB 3314 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa aggresi adalah penggunaan senjata oleh sebuah negara atas sebuah wilayah yang diakui secara integritas atau kemerdekaan politik di negara lain. Di dalam artikel yang sama pula dijelaskan bahwa istilah negara digunakan tanpa mengurangi pertanyaan perihal pengakuan atau apakah suatu negara adalah anggota dari PBB.
Dijelaskan pula bahwa menurut norma-norma dasar hukum internasional, prinsip intergritas teritorial tidak dapat menentang hak dalam memutuskan hak dalam menentukan nasib rakyat sendiri. Pasal pertama Piagam PBB mencantumkan tujuan organisasi yang termasuk “penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib rakyat sendiri”. Begitu pula dengan pasal kedua yang mana pembukaan dimulai dengan pernyataan bahwa “Organisasi dan anggota PBB harus mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1”, harus bertindak sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 2, terlebih kewajiban untuk “menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik mana pun, atau dengan cara lain apapun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB”.
Kemudian, literature penulis selanjutnya merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Ali Askerov yang berjudul “The Nagorno Karabakh Conflict- The Beginning of the Soviet End” dari tahun 2020. Di dalam jurnal ini, frasa di dalam konflik Nagorno-Karabakh lebih merujuk pada resolusi damai dari konflik, dikarenakan pihak ketiga berulang kali menekankan retorika perdamaian yang menekankan bahwa satu-satunya cara dalam menyelesaikan kriris di Nagorno-Karabakh ialah dengan cara damai (Bordyuja 2005; Askarov 2009). Hanya saja pendekatan ini mengesampingkan pemanfaatan institusi perang sebagai sarana alternatif dalam penyelesaian konflik. Sayangnya, penghapusan opsi militer dalam penyelesaian konflik tidak mudah dicapai pada kenyataannya.
Sejak konflik Nagorno-Karabkh lebih dihubungkan pada perang, penolakan atas perang sebagai salah satu instrument penyelesaiannya tidak realisitis, juga bebas bias. Status quo konflik Armenia dinilai menguntungkan karena telah mencapai semua tujuan bahkan sebelum konflik berlangsung dan melampui jauh dari mereka. Sebelum perang dimulai, Armenia menginginkan wilayah sekitar 4.400 km persegi dan sekarang sudah mencapai 7.634 km persegi ditambah dari tanah Azerbaijan yang sudah diambil. Wilayah Azerbaijan di Nagorno-Karabakh selama pendudukan Armenia berkisar 12.034 km persegi. Setelah perang berdarah, Armenia menghentikan perang karena satus quo memberikan mereka kesempatan untuk menjaga dan mengelola wilayah selama mungkin. Dalam kondisi ini, resolusi damai tidak realistism dan penting memahami kerangka asli dari proses perdamaian untuk mengevaluasi efektivitas dalam penyelesaian konflik.
Di tahun 1999, Armenia dan Azerbaijan mencapai kesepakatan yang baik perihal negosiasi konflik Nagorno-Karabakh. Tetapi, kejadian penembakan di gedung parlemen Armenia di Yerevan yang menewaskan 9 orang, termasuk perdana menteri Vazgen Sargsyan dan pembicara majelis nasional Karen Demirchyan, menghalangi proses perdamaian dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh yang diatur oleh OSCE Minsk Group dalam pertemuan di Istanbul. Sayangnya, hal ini menjelaskan gagalnya upaya dalam penyelesaian konflik yang berdampak buruk, termasuk pertimbangan kebijakan pemerintahan di Azerbaijan maupun Armenia yang mana hampir semua aktor negara di Armenia menggunakan topik Karabakh sebagai bagian dari politiknya.
Kemudian, literatur penulis selanjutnya merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Gulshan Palshayeva dan Stephen Blank yang berjudul “The U.S. Foreign Policy Towards the Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict.” dari tahun 2016. Di dalam jurnal ini, dijelaskan peran-perang yang dilakukan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh, termasuk menjadi bagian dari pimpinan OSCE Minsk Group bersama Rusia dan Perancis. Dijelaskan bahwa setiap masa era kepemimpinan presiden Amerika melakukan langkah-langkah metode yang berbeda, mulai dari era Bill Clinton hingga Barack Obama.
Dari semua era kepemimpinan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton yang paling banyak berkontribusi dalam konflik di Nagorno-Karabakh dengan mencoba menawarkan proposal kesepakatan-kesepakatan dalam penyelesaian masalah tetapi kedua negara masih belum bisa menyetujui proposal tersebut karena tidak sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara yang terlibat. Di era Geroge W. Bush, terlebih pasca kejadian 9/11, belum ada kepastian yang jelas dan hanya lebih berfokus pada kepentingan bilateral, terlebih George W. Bush meminta bantuan pada Azerbaijan untuk memberikan tanah sebagai titik gerbang menuju Afghanistan. Obama juga mencoba mengangkat kembali penyelesaian masalah di Nagorno-Karabakh dengan melibatkan Turki dengan mencoba membuka hubungan antara Turki dan Armenia tetapi belum bisa dijamin meningat latar sejarah kelam yang terjadi pada warga Armenia di tahun 1915 oleh kekaisaran Utsmaniyah, begitu pula dengan Turki yang menolak tuduhan tindakan yang dilakukan kekaisaran Utsmaniyah di tahun 1915.
Dijelaskan juga bahwa tidak hanya aktor negara saja, tetapi aktor non-negara seperti input bantuan, organisasi non-organisasi yang bersifat internasional, universitas-universitas dan diaspora Armenia-Azerbaijan. Hanya saja, hal yang dilakukan oleh diaspora Armenia di Amerika Serikat dinilai tidak sesuai dan mengarah tidak baik pada proses resolusi konflik.
2.2 Kerangka Teori
Agar proses penelitian bisa dipermudah, diperlukan adanya landasan yang berpijak dalam memperkuat analisa. Karena itu, dalam melakukan pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, diperlukan sebuah landasan teori maupun kerangka konseptual yang relevan. Dalam menganalisa permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian ini, penulis memiliki konsep dasar dengan memahami sejarah dan kronologi konflik yang dilakukan oleh para aktor negara antara Armenia dan Azerbaijan dalam perebutan wilayah klaim di Nagorno-Karabakh, melihat setiap pandangan masing-masing negara mengenai wilayah Nagorno-Karabakh, memahami peran Amerika Serikat terhadap konflik Nagorno-Karabakh, serta memberikan langkah-langkah yang tepat bagi Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik yang bisa disetujui oleh kedua aktor negara yang terlibat dalam konflik.


2.2.1 Teori Hubungan Internasional
Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam permasalahan politik. Seiring waktu berlalu, hubungan internasional mengarah tidak hanya pada politik saja, melainkan isu-isu seperti isu ekonomi, isu perdagangan, isu lingkungan hidup dan isu sosial budaya. Hubungan internasional memiliki keterikatan dengan semua bentuk interaksi masyarakat dari setiap negara, baik pemerintah maupun rakyat dari negara yang bersangkutan. 
Teori Hubungan Internasional merupakan studi hubungan internasional yang berasal dari sudut pandangan teoritis dimana studi ini mengusahakan dalam memberikan kerangka kerja konseptual sehingga hubungan internasional bisa dianalisa.
Ole Holsti menjelaskan bahwa teori hubungan internasional bertindak sebagai sepasang kacamata berwarna, dimana bagi para pemakai hanya bisa melihat dari peristiwa-peristiwa yang menonjol berkaitan dan sesuai dengan teori-teori yang ada dalam penelitian peristiwa tersebut.
Dalam penelitian ini, Teori hubungan internasional lebih mengarah pada bagaimana interaksi Amerika Serikat sebagai mediator dan negara adidaya dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Begitu pula dengan bagaimana konflik Nagorno-Karabakh bisa menjadi bagian perhatian dari politik internasional pasca runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991.

2.2.2 Teori Politik Internasional
Di dalam hubungan internasional, salah satu bagian dari pokok kajian ialah Politik Internasional, dimana perjuangan bentuk kepentingan dan kekuasaan dibutuhkan adanya Politik International karena berhubungan dengan masalah interaksi akibat dari tindakan suatu negara serta reaksi atau respon dari negara lain yang merupakan bagian bentuk dari hubungan internasional.
Politik internasional dan hubungan internasional memiliki pandangan istilah serta pengertian yang sama, tetapi berbeda secara teoritis. Dengan kata lain, Politik internasional membahas bagaimana keadaan soal politik di masyarakat internasional dengan arti yang sempit yaitu berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan politik lainnya. Sedangkan dengan hubungan internasional mengarah pada hal yang mencakup totalitas pada hubungan-hubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok dalam masyarakat internasional (Wiraatmadja, 1970:33).
K.J. Holsti menjelaskan bahwa politik internasiona merupakan “studi pada pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai bagian reaksi atas respon negara lain. Tidak hanya mencakup unsur kekuatan (power), kepentingan dan tindakan, politik internasional juga mencakup perhatian pada sistem internasional dan perilaku pembuat keputusan dalam situasi politik. Dengan kata lain, politik internasional menggambarkan dua arah, reaksi dan respon bukan tindakan (Perwita &Yani, 2005: 40).
Politik Internasional adalah suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu bagian proses interaksi, interrelasi dan interplay antar aktor di dalam lingkungannya. Faktor-faktor utama dalam lingkungan internasional diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu:
· Lingkungan Fisik (Lokasi geografis, sumber daya alam, tekonologi suatu bangsa).
· Penyebaran sosial dan perilaku, mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia menghasilkan budaya politik dan munculnya kelompok-kelompok elit tertentu.
· Timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara ekonomi dan politik lainnya.
Dalam penelitian, teori Politik Internasional mengarah pada bagaimana peran politik Amerika Serikat berusaha memberikan pengaruh politik nya di wilayah Kaukasus pasca keruntuhan Uni Soviet, termasuk wilayah konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan dengan melibatkan diri sebagai salah satu mediator serta bagaimana pemerintah Amerika Serikat memberikan hubungan antara kedua negara demi penyelesaian konflik di wilayah Nagorno-Karabakh.


2.2.3 Teori Konflik
Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai pembawa perubahan, tetapi terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi yang semula. Ralf Dahrendorf (1959) mejelaskan bahwa konflik muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka, konflik tidak mungkin melibatkan individu maupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. Dalam teori Dahrendorf, relasi struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan (Susan, 2009: 39)
Pemikiran teori konflik muncul sebagai alternatif terhadap teori struktural-fungsionalisme yang bersifat politik konservatif, tidak bisa menjelaskan perubahan sosial karena perhatiannya tertuju pada struktur statis dan tidak bisa menganalisa konflik sosial. George Huaco (1986) menjelaskan bahwa fungsionalisme struktural mengalami pertumbuhan dan kemerosotan pada posisi masyarakat Amerika di tatanan masyarakat internasional. Fungsionalisme struktural mencapai dominasi Amerika setelah 1945 dengan dua cara: Pertama, pandangan struktural-fungsional menyatakan bahwa setiap pola mempunyai konsenkuensi yang berperan dalam bertahannya sistem yang lebih luas dan tidak hanya “merayakan kemenangan Amerika dan hegemoninya di dunia”. Kedua, teori struktural fungsional yang menekankan pada keseimbangan yang berkaitan erat dengan kepentingan Amerika, lalu kemudian berkaitan erat dengan kepentingan “kekaisaran terkaya dan terkuat di dunia”. Kemerosotan dominasi Amerika di dunia pada 1970an bertepatan dengan hilangnya posisi dominan fungsionalisme struktural. Dahrendorf (1959) menjelaskan bahwa teori konflik memiliki bagian yang paling berpengaruh, teteapi pengaruh itu sebagian besar dalam penggunaan logika struktural-fungsional yang sesuai dengan logika aliran sosiolog utama. Artinya tingkat analisa sama dengan fungsionalis struktural (tingkat struktur dan institusi) dan kebanyakan masalah diperhatikan pun sama. Dengan kata lain fungsionalisme struktural dan teori konflik merupakan bagian dari paradigma yang sama. Meski aspek sistem sosial bisa menyesuaikan diri, tetapi dapat terjadi ketegangan dan konflik diantaranya. Dahrendorf melihat teori konflik sebagai teori parsial, dan menganggap bahwa teori ini merupakan perspektif yang digunakan dalam menganalisa fenomena sosial. Masyarakat dianggap Dahrendorf sebagai mempunya sisi ganda, yaitu sisi konflik dan sisi kerja sama.
Dahrendorf (1958, 1959) menyajarkan pendirian antara teori konflik dan teori fungsional dimana Teori Fungsional menyatakan bahwa Masyarakat merupakan statis atau berada dalam keadaan berubah secara seimbang, menekankan pada keteraturan masyarakat, setiap elemen masyarakat berperan dalam stabilitas, cenderung melihat masyarakat dekat oleh nilai dan normal secara informal dan memusatkan perhatian pada kohesi yang tercipta dari nilai bersama masyarakat. Sedangkan dalam Teori Konflik, Setiap masyarakat setiap saat tunduk dalam para proses perubahan, melihat pertikaian dan konflik, berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang dalam disintegrasi dan perubahan, melihat apapun ketarturan yang ada berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya, dan menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.
Ralf Dahrendorf (1958) menyebutkan bahwa konflik di bedakan menjadi atas empat macam:
1. Konflik yang terjadi akibat peranan sosial, atau disebut dengan koflik peran yang terjadi di dalam keadaan suatu individu menghadapi harapan yang berlawanan dengan dirinya,
1. Konflik antara kelompok sosial,
1. Konflik antara kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir,
1. Konflik antara satuan nasional.
Teori Konflik memiliki hubungan dalam penelitian dimana Konflik merupakan bagian dasar dalam pembahasan, terlebih konflik antar kelompok negara antara Armenia dan Azerbaijan dalam kekuasaan atas wilayah Nagorno-Karabakh dimana keinginan penduduk Armenia di wilayah tersebut menginginkan untuk bergabung dengan Armenia tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh pemerintah Azerbaijan maupun penduduk Azerbaijan atas dasar integrasi wilayah negara.
2.2.4 Teori Kepentingan Nasional
Kepentingan Nasional atau National Interest merupakan suatu rasionalitas yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan ambisi suatu negara. Ambisi tersebut bisa merujuk pada baik itu kepentingan ekonomi nasional, kepentingan militer, kepentingan kebudayaan, dan sebagainya. Dengan kata lain, apapun itu kepentingan yang bisa memberikan manfaat bagi tujuan dari sebuah negara di wilayah tersebut.
Beberapa ahli memberikan penjelasan mereka mengenai arti dari sebuah kepentingan nasional itu sendiri, seperti:
· “Kepentingan nasional berarti bertahan hidup – perlindungan secara fisik, politik dan identitas kebudayaan suatu negara atas ancaman-ancaman yang datang dari negara lain.” (Morgenthau 1952: 972)
· “Kepentingan nasional berarti dasar-dasar, tujuan dan keinginan dimana negara bisa melindungi atau mendapatkan hubungan dengan satu sama lain untuk meraih tujuan bagi satu sama lain yang sesuai dengan keinginan negara tersebut.” (Vernon Von Dyke, 1952)
· “Kepentingan nasional merupakan tujuan utama, jangka panjang serta berkelanjutan dimana setiap negara dan pemimpin negara melihatnya sebagai pandangan dalam bernegara.” (Charles Lerche dan Abdul A. Said 1972: 25)
Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional atau national interest merupakan bagian dari konsep penting di dalam hubungan internasional dimana setiap negara berinteraksi sesuai dengan tujuan negara masing-masing dalam rangka berpartisipasi di hubungan masyarakat internasional. Sebuah negara selalu berusaha membenarkan tindakannya atas dasar kepentingan nasionalnya. Perilaku suatu negara selalu dikondisikan dan diatur oleh kepentingan nasionalnya.


Dalam kepentingan nasional memiliki dua bentuk komponen:
· Komponen vital atau penting, yang mengarah pada tiga bagian seperti identitas negara fisik atau wilayah, identitas politik negara, dan identitas kebudayaan negara (Morgenthau, 1972: 572). Tiga komponen ini merupakan komponen yang penting karena esensi sebuah negara dalam bertahan hidup.
· Komponen non-vital atau variabel, yang berujung pada kepentingan nasional yang ditentukan baik oleh keadaan maupun kebutuhan dalam mengamankan komponen vital. Hal ini berujung pada faktor seperti pengambilan keputusan, opini publik, partai politik, kepentingan kelompok, serta cara dalam berpolitik dan moral.  Vernon Von Dyke (1952) menyebutkan daftar tersebut termasuk: kesejahteraan, perdamaian, ideologi, keadilan, prestisi, kekuasaan dan kekuatan bagi negara.
Dalam penulisan ini, kepentingan nasional digunakan dalam guna memahami apa yang dibalik di dalam konflik yang sedang terjadi, khususnya di Nagorno-Karabakh dimana baik Armenia maupun Azerbaijan memiliki masing-masing kepentingan dan tujuan di dalam konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh. Begitu pula dengan kepentingan dan tujuan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik tersebut. 




2.2.5 Resolusi Konflik
Resolusi konflik atau yang lebih dikenal dalam bahasa Inggris sebagai conflict resolution memiliki artian yang berbeda dari setiap para ahli yang meneliti dalam bidang konflik. Levine (1998: 3) dalam Webster Dictionary menyebutkan bahwa resolusi konflik merupakan tindakan dalam menyelesaikan permasalahan, pemechan serta penghapusan ataupun penghilangan permasalahan. Nicholson (Nicholson, 1991: 59) menjelaskan bahwa resolusi konflik merupakan salah satu jalan keluar terciptanya proses solusi terhadap berbagai dampak yang diakibatkan oleh konflik dimana Resolusi konflik ialah proses dalam meredakan serta menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Kriesberg (2006:107) menjelaskan bahwa resolusi konflik lebih mengarah pada proses upaya dalam meredam atau menyelesaikan sebuah konflik demi meminimalkan kekarasan yang diakibatkan oleh konflik, menghentikan permusuhan antar pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang bisa diterima pihak yang berkonflik dan menghasilkan penyelesaikan yang bisa dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai. Resolusi konflik yang dikemukakan oleh Weitzman & Weitzman (dalam Morton & Coleman 2006: 197) lebih mengarah pada tindakan pemecahan bersama atau solve a problem together.
Dengan kata lain, Resolusi konflik merupakan bentuk dari setiap upaya yang diarahakan dalam penyelesaian pertentangan ataupun perselisihan dari berbagai pihak-pihak yang berkonflik baik itu dengan atau tanpa bantuan pihak luar dalam penyelesaian konflik. Resolusi konflik juga menyarankan dalam menggunakan cara-cara yang lebih adil, demokratis dan konstruktif dalam penyelesaian konflik agar bisa memberikan kesempatan dalam pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan permasalahan baik itu dari pihak mereka maupun pihak ketiga yang netral dan bijak yang membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
Secara umum, langkah-langkah penyelesaian konflik lebih dikenal sebagai:
1. Pencegahan konflik, mencegah terjadinya konflik yang mengarah pada dampak negatif;
1. Penyelesaian konflik, mengakhiri kekerasan dengan mengedepankan persetujuan perdamaian;
1. Pengelolaan konflik; mengatur atau menghindari terjadinya dampak kekerasan akibat konflik dan mendorong perubahan yang bersifat positif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
1. Resolusi konflik; menangnani konflik dengan melihat akar atau sebab akibat dari konflik dan mengusahakan dalam membuat perubahan dan hubungan yang baru yang bisa bertahan lama di dalam pihak-pihak konflik yang terlibat;
1. Transformasi konflik; mengatasi sumber konflik yang lebih luas dan mengubah dampak negatif dari konflik menjadi hal yang bersifat positif.
Penggunaan resolusi konflik dalam penelitian ini mengarah pada bagaimana tindakan dan langkah-langkah Amerika Serikat sebagai mediator dalam menangani konflik wilayah Nagorno-Karabakh yang melibatkan Armenia dan Republik Artsakh dengan Azerbaijan. Terlebih melihat langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang bermula dengan pembentukan OSCE Minsk Group, sebuah organisasi yang diketuai oleh Amerika Serikat, Rusia dan Perancis yang dibentuk untuk penyelesaian permasalahan konflik Nagorno-Karabakh serta pembuatan resolusi-resolusi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, baik itu resolusi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat maupun OSCE Minsk Group.
2.2.6 Peacemaking, Peacekeeping, & Peacebuilding
Dalam sebuah konflik yang melibatkan satu pihak dengan pihak yang lain di suatu wilayah, akan ada pihak lain yang menginginkan dimana konflik tersebut harus segara diselesaikan. Untuk penyelesaian konflik tersebut dibutuhkan tiga model yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi.
Johan Gaitung (1976) menjelaskan tiga model di dalam proses penyelesaian konflik: Peacemaking, Peacekeeping, & Peacebuilding.
· Peacemaking, merupakan tahap awal dimana upaya penyelesaian dilakukan dengan perundingan maupun negosiasi secara bersama untuk merencanakan perdamaian konflik bagi pihak yang terkait.
· Peacekeeping, merupakan tahap kedua dimana upaya dalam implementasi untuk penyelesaian konflik yang terjadi dengan bagaimana mengimplementasikan hasil dari negosiasi perdamaian yang disetujui oleh pihak terkait.
· Peacebuilding, merupakan tahap terakhir dalam penyelesaian konflik dimana pihak terkait akan membangun jembatan komunikasi agar kerusakan yang terjadi akibat konflik bisa diselesaikan dan diperbaiki secara seksama.
Dalam penelitian ini, metode peacemaking, peacekeeping & peacebuilding diperlukan dalam bagaimana model penyelesaian konflik serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh. Amerika Serikat harus bisa memberikan solusi dan langkah-langkah dalam penyelesaia konflik yang bisa diterima dan disetujui oleh Armenia dan Azerbaijan dengan bantuan organisasi internasional yang terkait dalam konflik tersebut, OSCE Minsk Group.
2.2.8 Teori Keamanan Nasional
Keamanan, pada umumnya merujuk pada bagaimana melindungi sesuatu agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan atau bertentangan dengan kenyamanan. Sektor keamanan terbagi menjadi lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial (Barry Buzan, 1991). Pendekatan militer berarti salah satunya ialah keamanan nasional. Peran militer fokus pada kapabilitas lembaga pertahanan, asesmen ancaman dan lainnya. Budaya kekerasan atau culture of violence seringkali menjadi bagian tipologi terbelah secara demografis maupun etnik. Di samping itu, keamanan tidak bisa di jelaskan dalam artian sempit, hanya dari sudut pandang negara (state security) dengan anggapan bila rakyat sejahtera, maka akan tercipta keamanan.
Barry Buzan (1991) menyebutkan bahwa keamanan nasional memiliki tiga landasan keamanan nasional; landasan ideasional yang mengarah pada gagasan tentang “wawasan kebangsaan” atau ideologi negara, landasan institusional yang berarti semua lembaga, mekanisme kenegaraan seperti legislative dan eksekutif mapun aturan dan norma negara, dan landasan fisik yang meliputi penduduk dan wilayah juga sumber daya yang ada di dalam ruang lingkup otoritas teritorialnya.
Dalam hal demikian, keamanan nasional mengarah pada kebijakan publik agar memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui kekuasaan ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip, keamanan nasional muncul sebagai konsep yang dikembangkan pasca Perang Dunia Kedua dari Amerika Serikat. Dalam asumsi tersebut perlu tiga komponen dalam legitimasinya: kedaulatan wilayah, lembaga negara yang berfungsi semestinya dan terjaminnya keselamatan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam penelitian ini, teori Keamanan Nasional memiliki keterakaitan dengan penelitian dimana dibalik konflik wilayah pasti ada peran negara. Di dalam konflik Nagorno-Karabakh, Armenia dan Azerbaijan memiliki masing-masing hak dalam melindungi baik itu wilayah maupun penduduknya. Di kubu Armenia, perlindungan penduduk Armenia dan negara Artsakh diperlukan untuk mendukung integrasi Armenia di dalam wilayah tersebut. Di sisi Azerbaijan juga memiliki hak dalam melindungi wilayah dan penduduknya yang sudah menjadi bagian dari wilayah Azerbaijan itu sendiri.
2.2.9 Teori Regionalisme
Regionalisme adalah salah satu bentuk kerjasama dari kesepakatan negara-neegara kawasan dalam menanggulangi isu-isu kawasan yang cenderung menyatukan negara dengan kesamaan dalam geografis kognitif yang meliputi persamaan dalam identias, budayan serta pandangan mengenai isu kawasan dan tidak hanya didasari kondisi geografis secara fungsional yang mana fungsi menyatukan negara yang memiliki keuntungan geografis dan negara cenderung mengikatkan diri pada kelompok regional yang memiliki potensi untuk berkembang.
Regionalisme dalam Hubungan Internasional memilki berbagai macam definisi. Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner membagi regionalisme menjadi dua bagian jenis, yaitu: Pertama, regionalisme didasari pada kedekatan georgrafis yang diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerja sama dalam bidang ekonomi dan politik negara-negara yang berdekatan secara georgrafis. Kedua, berdasarkan faktor non-geografis yang diartikan sebagai aktivitas government dan non-government. Kegiatannya berupa peningkatan level ekonomi dan aktivitas politik negara yang tidak berdekatan secara geografis (Edward D. Mansfield & Helen V. Milner, 1999: 589-627).
Teori Regionalisme dibutuhkan dalam penelitian. Sebagai negara adidaya yang ada, Amerika Serikat memahami bahwa perlu ada tindakan dalam menghentikan konflik di wilayah Kaukasus pasca runtuhnya Uni Soviet, termasuk konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan. Untuk memperluas pengaruh politik Amerika Serikat di wilayah Kaukasus, Amerika Serikat harus bisa memberikan solusi yang jelas mengingat pula bahwa akan nada negara lain seperti Rusia yang akan ikut andil dalam konflik, terlebih wilayah Kaukasus merupakan bekas wilayah Uni Soviet.
2.2.10 Teori Dominasi Politik
Dominasi merupakan salah satu bagian kekuatan dimana kekuatan berada diatas dari orang lain di dalam sebuah lingkungan maupun wilayah yang dicakup oleh sang penguasa. Dominasi juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dalam bentuk kekuatan sosial dimana apapun bentuk dominasinya berujung pada serius secara moral (Pettit: 2005). Dominasi bisa mengarah pada beberapa hal seperti dominasi agama, dominasi ideologi, dominasi kebudayaan, dan dominasi wilayah. Didominasi memiliki ciri tipikal dimana yang pihak yang merasa ditekan oleh dominasi yang dilakukan oleh yang menguasai untuk melawan atas yang mendominasi.
Dalam politik, dominasi lebih diartikan sebagai bagian dimana suatu tindakan kekuasaan yang menguasai dimana berujung pada eksploitasi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan penaklukan pada suatu wilayah yang dikuasai, baik itu dengan eksplotasi sosial, budaya, maupun agama yang ada di dalam wilayah yang dikuasai.
Di dalam penelitian ini, teori Dominasi Politik digunakan dalam menganalisis bagaimana dominasi politik dari masing pihak konflik terkait, baik Armenia maupun Azerbaijan perihal wilayah Nagorno-Karabakh. Begitu pula dengan bagaimana dominasi politik luar negeri Amerika Serikat memberikan pengaruh di dalam wilayah konflik tersebut untuk penyelesaian konflik yang terjadi.
2.2.11 Teori Organisasi Internasional
Organisasi Internasional (atau dikenal dengan institusi internasional) merupakan suatu seperangkat norma dan aturan stabil yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku negara berserta aktor lain di dalam masyarakat internasional (Beth Simmons & Lisa Martin, 2002: 94). Sebuah organisasi dibentuk atas dasar perjanjian ataupun instrumen yang diatur oleh hukum internasional yang dipengang oleh kendali pihak yang lain.
Pitman B. Potter (1932: 215) mendefinisikan organisasi internasional sebagai “sebuah asosiasi atau persatuan dari negara-negara yang telah dibentuk atau diakui dalam bertujuan mencari sebuah solusi akhir.” Organisasi bilateral dan organisasi multilateral dibedakan dalam satu ujung organisasi adat atau konvensi di ujung lainnya.
Theodore A. Couloumbis & James H. Wolfe (1990: 276) menyebutkan bahwa organisasi internasional dibentuk untuk meraih beberapa tujuan:
1. Regulasi hubungan internasional, khususnya teknik penyelesaian pertikaian antar negara secara damai.
2. Menimialisir maupun mengendalikan perang atau konflik berskala internasional.
3. Memajukan aktivitas kerjasama dan pembangunan antar negara untuk keuntungan sosial dan ekonomi di kawasan ataupun masyarakat keseluruhan.
4. Pertahanan kolektif antar negara dalam menghadapi ancaman eksternal.
John T. Rourke (1991: 628) memberikan dua tingkatan organisasi internasional didasari atas segi aktivitas politik, yaitu:
· Organisasi high politics, atau organisasi yang memiliki aktivitas politik tinggi, seperti di dalam bidang diplomatik dan bidang militer yang terhubung dengan keamanan negara.
· Organisasi low politics, atau organisasi yang memiliki aktivitas politik rendah yang mengarah pada ekonomi, sosial, budaya, serta teknologi.
Clive Archer (1991) memberikan sembilan fungsi organisasi internasional:
1. Artikulasi dan Agregasi, mengarah pada fungsi organisasi internasional sebagai mengartikulasikan tujuan dan kepentingannya. Merupakan bentuk kontak institusionalisme sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Norma, mengarah pada fungsi organisasi internasional sebagai aktor, forum, dan instrument dalam memberikan kontribusi bagi aktivitas politik internasional.
3. Rekruitmen, mengarah pada fungsi organisasi internasional sebagai menark paritisipan dalam sistem politik internasional.
4. Sosialisasi, mengarah pada fungsi sistematis dalam memberikan nilai pada seluruh anggota sistem di dalam proses sosialiasi internasional yang berlangsung serta memberi pengaruh pada kelompok negara di lingkungan internasional.
5. Pembuat Aturan, mengarah pada bagaiamana organisasi internasional yang membuat keputusan internasional.
6. Pelaksanaan Peraturan, mengarah pada fungsi organisasi internasional dalam memberikan aplikasi aturan yang hanya bersifat lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaan.
7. Pengesahan Aturan, mengarah pada fungsi organisasi internasional dalam mengesahkan aturan dalam sistem internasional.
8. Informasi, mengarah pada fungsi organisasi internasional dalam pengumpulan serta pengolahan informasi untuk disebarkan.
9. Operasional, mengarah para fungsi organisasi internasional dalam mengoperasikan pelaksaaan di dalam organisasi terebut.
Di dalam penelitian ini, organisasi internasional digunakan mengingat dalam konflik yang terjadi di Nagorno-Karabakh memiliki keterkaitan organisasi internasional dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut, salah satunya OSCE Minsk Group yang merupakan sebuah badan yang ditunjuk untuk menangani kasus konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan sejak Uni Soviet runtuh di tahun 1991 dengan Amerika Serikat, Rusia, serta Perancis sebagai ketua utama.

2.2.12 Konsep Peranan
Peranan ialah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang ataupun struktur yang menduduki sebuah posisi dalam sistem. Baik itu tunggal maupun bersusun ditentukan oleh harapan orang lain maupun perilaku peran itu sendiri yang juga ditentukan oleh pemegang tuntutan situasi di jalankannya. Soerjono Soekanto (2002: 243) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis kedududukan (status), dimana bila salah seorang menjalankan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.
Alan C. Isaak menyebutkan bahwa munculnya harapan bisa muncul dari dua sumber.
1. Harapan yang dimiliki orang lain pada aktor politik.
2. Harapan muncul dari cara pemengang peran menafsirkan perang yang dipegangnya merupakan harapannya sendri dimana apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Suatu organisasi internasional mempunyai struktur organisasi dimana struktur tersebut memiliki tujuan untuk meraih apa yang organisasi tujukan dimana fungsinya mengacu pada hal yang sudah disepakati bersama. Apabila struktur tersebut dijalankan, berarti peran organisasi tersebut telah dijalankan. Dengan kata lain, peranan bisa menjadi fungsi baru dalam rangka mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan.
Organisasi internasional bisa melakukan peranan penting, seperti menyediakan kerjasama diantara negara-negara dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan besar bagi sebagian besar anggotanya serta menyediakan jalur komunikasi antar negara sehingga permasalahan bisa ditangani dengan mudah (A. Leroy Bennett, 1995: 3).
A. Leroy Bennett (1995: 8) membagi peranan organisasi internasional dalam tiga kategori:
1. Sebagai legitimasi kolektif.
2. Penentu agenda internasional.
3. Wadah atau instrumen bagi koalisi antar anggota atau negara dalam menentukan struktur dan karakter global.
Dalam penelitian ini, konsep peranan berkaitan dengan bagaimana peranan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Nagorno-Karabakh dimana salah satunya ialah pembentukan organisasi internasional OSCE Minsk Group yang mengawasi serta mewadahi bagi Armenia dan Azerbaijan dalam penyelesaian konflik yang terjadi.
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan asumsi, gagasan yang diajukan demi argumen sehingga dapat diuji melihat apakah itu mungkin benar. Hipotesis dibangun sebelum diterapkan, selain dari tinjauan latar belakang dasar dan bersifat tentatif, asumsi atau saran yang dibuat dengan tujuan untuk diuji.
Berdasarkan dari kerangka teori, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:
“Resolusi konflik yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu dengan melakukan pembentukan OSCE Minsk Group sebagai negosiator dan mediator di dalam konflik Nagorno-Karabakh, maka proses penyelesaian konflik antar Armenia dan Azerbaijan bisa diselesaikan.”












2.4 Tabel Operasional Variable
Verifikasi merupakan hal dasar dalam menganalisa penelitian lebih lanjut. Maka dengan itu, Penulis membuat verifikasi variabel dan indikator agar dapat melakukan verifikasi atau pembuktian pada hipotesis dengan tolak ukur yang didasari dengan konsep teoritik.
Verifikasi variabel dan indicator pembentukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
	Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)
	Indikator (Empirik)
	Verifikasi (Analitik)

	Variable bebas:
Resolusi Amerika Serikat dalam konflik Nagorno-Karabakh
	1. Menjadi bagian pimpinan OSCE Minsk Group bersama Rusia dan Perancis.
2. Menyusun resolusi dan penyelesaian konflik baik dari inisiatif Amerika Serkat maupun OSCE Minsk Group.



	1. Pembentukan OSCE Minsk yang dipimpin oleh tiga negara, Amerika Serikat, Rusia, dan Perancis.
(https://www.osce.org/minsk-group/108306)
1. Menyediakan kerangka kerja dalam penyelesaian konflik dengan memastikan proses dalam negosiasi; untuk meraih kesimpulan dari para pihak mengenai persetujuan dalam penghentian konflik.
(https://www.osce.org/minsk-group/108308)

	Variabel Terkait:
Langkah-langkah yang harus dilakukan Amerika Serikat dalam penyelesaian kasus konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan.
	1. Menyerukan gencatan senjata bagi kedua negara di dalam konflik Nagorno-Karabakh, baik itu Armenia maupun Azerbaijan agar menghindari korban yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi.
1. Menyusun serta memfasilitasi negosiasi konflik bagi kedua negara antara Armenia dan Azerbaijan selagi gencatan senjata berlangsung untuk mendapatkan persutujuan dari kedua belah pihak perihal penyelesaian konfik terkait.
1. Mengirimkan pasukan perdamaian yang disusun dan disetujui oleh OSCE Minsk Group untuk pengamanan serta pengawalan di wilayah konflik di Nagorno-Karabakh. 
	0. Sebagai negara adidaya dan merupakan salah satu ketua dari OSCE Minsk Group, Amerika Serikat telah meminta kedua negara untuk melakukan gencatan senjata, baik Armenia maupun Azerbaijan, untuk menghentikan konflik yang terjadi di dalam wilayah tersebut. (https://en.armradio.am/2020/10/25/ceasefire-in-nagorno-karabakh-to-be-effective-0800-a-m-on-october-26-2020/)
0. Sebagai salah satu bagian dari ketua anggota di OSCE Minsk Group, Amerika Serikat telah menyusun dan memfasilitasi negosiasi damai antara Armenia dan Azerbaijan dalam penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh. (https://2017-2021.state.gov/u-s-armenia-azerbaijan-joint-statement/index.html)
0. Sebagai salah satu organisasi yang menangani konflik di Nagorrno-Karabakh, OSCE Minsk Group mengutus pasukan penjaga perdamaian di  wiaayah Nagorno-Karabakh yang bertujuan dalam mengawal serta mengawasi proses gencatan senjata dalam mewujudkan penyelesaian konflik yang terjadi. (https://web.archive.org/web/20201110214508/https://meduza.io/en/cards/1-960)



[bookmark: _GoBack]
2.5 Skema dan Alur Penelitian
Latar Belakang Konflik Nagorno-Karabakh
Kronologi Konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan di tahun 2016 - 2020





Peran Amerika Serikat dan OSCE Minsk Group dalam negosiasi konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan



Langkah-langkah Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan






